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I SALINAN I

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR10 TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR23 TAHUN2015 TENTANGALOKASIDANADESA

DI KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme
penyaluran Alokasi Dana Desa serta dalam upaya
meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi
penggunaan Alokasi Dana Desa, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23
Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan 3
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEEMPATATAS
PERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR23 TAHUN2015
TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun
2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan:
a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2017 Nomor 18);

b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2018 Nomor 9);

c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga
Pasall berbunyi sebagai berikut:

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka

2. Bupati 4
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2. Bupati adalah Bupati Majalengka
3. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pernerintahan Daerah yang rnernimpin pelaksanaan
urusan pernerintah yang rnenjadi kewenangan daerah otonorn.

3a. Perangkat Daerah adalah un sur pernbantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah.

3b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)yang
rnernpunyai tugas rnelaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Urnurn Daerah.

4. Camat adalah camat di Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang rnernilikibatas wilayah

yang berkewenangan untuk rnengatur dan rnengurus urusan
pernerintahan, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistern pernerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perirnbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

7. Dana Perirnbangan adalah dana yang bersurnber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk rnendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

8. Pernerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pernerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat pernerintah desa yang rnernpunyai
wewenang, tugas kewajiban untuk rnenyelenggarakan rurnah tangga
desanya dan rnelaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pernerintah
Daerah.

10. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksanaan teknis lapangan
dan pelaksana kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lernbaga yang dilaksanakan fungsi pernerintahan yang anggotanya
rnerupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara dernokratis.

12. Pernberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya rnengernbangkan
kernandirian dan kesejahteraan rnasyarakat dengan rneningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kernampuan, kesadaran,
serta rnernanfaatkan surnber daya rnelalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
rnasalah dan prioritas kebutuhan rnasyarakat desa.

13. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pernbangunan desa
untukjangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pernerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa,
adalah pe~abaran dari rencana pernbangunan jangka rnenengah desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Rekening 5
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15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUDadalah
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah dan bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh
penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran desa pada bank ditetapkan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesaadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

PasalI7

(1) ADDdisalurkan 4 (empat) Tahap dalam 1 (satu) satu tahun anggaran
melalui pemindahbukuan dari RKUDke RKDdengan ketentuan :
a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala

Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan; dan
b. ADD selain untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa diberikan pada tiap tahap sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari jumlah ADDyang diterima Desa setelah
dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan
diberikan apabila Desa telah menetapkan dan melaporkan
APBDesatahun beIjalan dilengkapi dengan hasil evaluasi Camat.

(2) ADDdisalurkan 4 (empat) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :
a. Tahap Ipaling lambat pencairan pada bulan Maret;
b. Tahap II (dua) paling lambat pencairan pada bulan Juni;
c. Tahap III (tiga)paling lambat pencairan pada bulan September;
d. Tahap IV (empat) paling lambat pencairan pada bulan Desember;

(3) Penyaluran ADD Tahap I dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:
a. Surat pengantar Camat;
b. Permohonan pencairan ADDdari Desa;
c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
d. Lembar verifikasi Kecamatan;
e. Laporan pelaksanaan APBDesaSemester II tahun sebelumnya;
f. Surat pemyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala

Desa diketahui BPD;
g. Fakta integritas;
h. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang

dilegalisir oleh Kepala Desa;
1. Fotokopi RKD;
J. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat

revisi RPJMDesa);

k. RKPDesa 6
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k. RKPDesa tahun beIjalan;

1. APBDestahun berjalan; dan

m. Update data ProfilDesa tahun berjalan.

(4) Penyaluran ADDTahap II dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Surat pengantar Camat;

b. Permohonan pencairan ADDdari Desa;

c. Laporan realisasi penggunaan ADDTahap I;

d. Lembar verifikasi Kecamatan;
e. Update data ProfilDesa tahun berjalan; dan

f. Rencana anggaran triwuIan 2 (dua).

(5) Penyaluran ADDTahap III dengan meIampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Surat pengantar Camat;

b. Permohonan pencairan ADDdari Desa;

c. Laporan pelaksanaan APBDesaSemester I;

d. Lembar verifikasi Kecamatan;
e. Update data ProfilDesa tahun beIjalan;

f. Rencana anggaran triwulan 3 (tiga).

(6) Penyaluran ADDTahap IV dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. Surat pengantar Camat;

b. Permohonan pencairan ADDdari Desa;
c. Lembar verifikasi Kecamatan;

d. Laporan realisasi penggunaan ADDTahap III;
e. Update data ProfilDesa tahun berjalan;
f. Rencana anggaran triwulan 4 (empat).

(7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

(9) Pencairan dari RKDuntuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan dengan rekomendasi
CamaL

(10) Permohonan realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
keuangan.

Pasal II 7
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuparen
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 10 Tahun 2021
Tanggal 29 Januari 2021
Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN

BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN
2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

A. PENGANTARCAMAT

1. Pengantar Camat Pencairan ADD Tahap I

KOP KECAMATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

j jKec.
Biasa
1 (satu) berkas
Perrnohonan pencillran
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap I Tahun .....

Majalengka, .
Kepada:
Yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui:
Yth. Kepala DPMDKabupaten
Majalengka

di
MAJALENGKA

Sesuill dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagillmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor
...... Tahun ten tang Perubahan Ke....... Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Majalengka, bersama ini kami sampillkan permohonan pencillran Alokasi
Dana Desa Tahap I Tahun , untuk desa :

No Nama Desa Alokasi Dana Desa Nomor Rekening
(RpL

1
2

Dst ...
Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :
1. Perrnohonan pencillran ADD dari Desa;
2. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
3. Lembar verifikasi Kecamatan;
4. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester II tahun sebelumnya;
5. Surat pemyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa

diketahui BPD;
6. Fakta integritas;
7. Fotokopi surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir

oleh Kepala Desa;
8. Fotokopi RKD;
9. RPJM Desa (khusus bagi kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM

Desa);
10. RKP Desa tahun beIjalan;
11. APBDes tahun beIjalan; dan
12. Update data Profil Desa tahun beIjalan.

Demikian perrnohonan pencillran Alokasi Dana Desa tahap Tahun
......... ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Camat .

NIP .
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2. Pengantar Camat Pencairan ADD Tahap II

KGP KECAMATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

/ /Kec.
Biasa
1 (satu) berkas
Permohonan pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap II Tahun .....

Majalengka, .
Kepada:
Yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui:
Yth. Kepala DPMD Kabupaten
Majalengka

di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor
...... Tahun ten tang Perubahan Ke....... Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Majalengka, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap II Tahun , untuk desa :

No Nama Desa Alokasi Dana Desa Nomor Rekening
{Rnl

1
2

Dst ...
Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
2. Laporan realisasi penggunaan ADDTahap I;
3. Lembar verifikasi Kecamatan;
4. Update data Prom Desa tahun betjalan; dan
5. Rencana anggaran triwulan 2 (dual.

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tah un
......... ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Camat .

NIP .
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3. Pengantar Camat Pencairan ADD Tahap III

KOP KECAMATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

j jKec.
Biasa
1 (satu) berkas
Permohonan pencairan
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahap III Tahun .....

Majalengka, .
Kepada:
yth. Bapak Bupati Majalengka
Melalui:
Yth. Kepala DPMDKabupaten
Majalengka

di
MAJALENGKA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor
...... Tahun tentang Perubahan Ke....... Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten
Majalengka, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa Tahap III Tahun , untuk desa :

No Nama Desa Alokasi Dana Desa Nomor Rekening
fRo)

1
2

Dst ...
Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

6. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
7. Laporan pelaksanaan APBDesa Semester I;
8. Lembar verifikasi Kecamatan;
9. Update data Prom Desa tahun beIjalan; dan
10. Rencana anggaran triwulan 3 (tiga).

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun
......... ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Camat .

NIP .
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B. PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DARI DESA

KOP KEPALA DESA

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Segera Yth.

Permohonan Pencairan Alokasi
Dana Desa (ADD) Tahap .
Tahun .

Majalengka,
Kepada
Bapak Bupati Majalengka
Melalui
Camat .
Di

TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor Tahun .
ten tang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Tiap Desa dan Prioritas
Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka Tahun serta
memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23
Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka beserta
perubahannya, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana
Desa (ADD)Tahap Tahun sebesar Rp , untuk Desa Kecamatan .
Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut :

1. Pen asilan R
2. ................. R
3. ................. R
4. ................. R

JUMLAH R

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Tahun
Tahun Ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa .
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C. RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

KOPDESA

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN .

DESA .......•......... KECAMATAN .

NO BULAN SILTAP PROPORSIONAL KET
(Rp) KEGIATAN Rp

1. Januari

dst. s.d Desember
Jumlah

Majalengka, .
Kepala Desa .
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D. LEMBARVERIFlKASI KECAMATAN

1. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I

KOP KECAMATAN

LEMBARVERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRANALOKASIDANADESA TAHAP I TAHUN .

DESA .

NO DOKUMEN SESUAI TIDAK
KETSESUAI

1 Permohonan pencairan ADD dari
Desa

2 Rencana Penggunaan Anggaran
selama 1 (satuj tahun

3 Laporan pelaksanaan APBDesa
Semester II tahun sebelumnva

4 Surat pernyataan tanggung jawab
penggunaan ADDdari Kepala Desa
diketahui BPD

5 Fakta lntegritas
6 Fotokopi surat keputusan

pengangkatan perangkat desa yang
dilegalisir oleh Kepala Desa

7 Fotokopi RKD
8 RPJM Desa (khusus bagi kepala

Desa barn atau jil{a terdapat revisi
RPJM DesaI

9 RKPDesa tahun berialan
10 APBDes tahun berialan
11 Update data Prom Desa tahun

berialan

Mengetahui,
Camat .

Majalengka, .
Verifikator,
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2. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap II

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II TAHUN ....

DESA .

I NO DOKUMEN SESUAI TIDAK KETSESUAI
1 Permohonan pencairan ADD dari

Desa
2 Laporan realisasi penggunaan ADD

Tahao I

I
3 Update data Prom Desa tahun I

beriaIan
4 Rencana anggaran triwulan 2 (dual

Mengetahui,
Camat .

Majalengka, .
Verifikator,
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3. Lem bar Verifikasi Kecamatan Tahap III

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III TAHUN ....

DESA .

NO DOKUMEN I SESUAI
TIDAK

KETSESUAI
1 Permohonan pencairan ADD dari

Desa

I
2 Laporan pelaksanaan APBDesa

Semester I

I 3 Update data Profil Desa tahun I
I beriaIan

4 Rencana anggaran triwulan 3 (tiga)

Mengetahui,
Camat .

Majalengka, .
Verifikator,
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4. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap IV

KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP IV TAHUN. ...

DESA .

NO DOKUMEN SESUAI
TIDAK KETSESUAI

1 Permohonan pencairan ADD dari
Desa

I
2 Laporan realisasi penggunaan ADD

Tahap III
3 Update data Profil Desa tahun

berialan
4 Rencana anggaran triwulan 4

(empatl

Mengetahui,
Camat .

Majalengka, .
Verifikator,
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E. LAPORAN REALISASI ADD

KOPDESA

Majalengka,

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Biasa
1 (Satu) berkas
Laporan Realisasi ADDTabap .
Tabun .

Kepada:
yth. Bupati Majalengka
di

MAJALENGKA

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23
Tabun 2015 ten tang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka
sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Peraturan
Bupati Majalengka Nomor Tabun tentang Perubaban Ke .
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tabun 2015 tentang Alokasi
Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, bersama ini kami sampaikan
laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tabap Tabun .
sebesar Rp ( ).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapakjlbu Bupati, kami
haturkan terima kasih.

Kepala Desa .
Kecamatan .

( )

Tembusan:
1. yth.Kepala BKADKab.Majalengka
2. yth.Kepala DPMDKab.Majalengka
3. yth.Kabag Pemerintaban Setda Kab.Majalengka
4. yth.Camat.. ....
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F. SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESA

KOPDESA,

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

NOMOR:

Yang bertandatangan dibawah ini:

/ /Desa

Nama
Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama
Alamat

Dengan ini menyatakan :

: Kepala Desa .
Kecamatan Kabupaten Majalengka

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material terhadap
penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap , sesuai
dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi
Dana Desa DiKabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang
Perubahan Ke Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa DiKabupaten Majalengka.

2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangn dalam penggunannya
sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan
menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka, .

Mengetahui :
Ketua BPDDesa .

.............................

Kepala Desa .
Kecamatan .

............................
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H. KONFIRMASI PENERIMAAN ADD

KOPDESA

Nomor
Sifat

Lampiran
Perihal

Majalengka, .
Kepada:
yth. Kepala BKAD Kabupaten
Majalengka
Melalui:
Camat .
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015
tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten ~alengka sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .....
Tahun tentang Perubahan Ke Atas Peraturan Bupati MajalengkaNomor
23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka, dapat kami
sampaikan bahwa Pemerintah Desa Keeamatan telah menerima
Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa untuk Tahap Tahun sebesar
Rp. ( ).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapakflbu, kami sampaikan terima
kasih.

KepalaDesa ,

Tembusan:
yth.Kepala DPMDKab.Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN



13

G. FAKTA INTEGRITAS

KGP DESA

FAKTAINTEGRITAS
BANTUANKEUANGANAPBD KABUPATENMAJALENGKA

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama
Alamat

: Kepala Desa .
Kecamatan Kabupaten Majalengka

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam rangka memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Keuangan untuk
Alokasi Dana Desa Tahun :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal maupun materiil atas
penggunaan Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa Tahun ..... yang
diterima.

2. Akan menggunakan bantuan keuangan dimaksud sesuai dengan rencana
penggunaan yang telah disetujui.

3. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan .

4. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui :
Ketua BPD Desa .

...........................

Majalengka, .

Kepala Desa .
Kecamatan .

Materai

. .
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